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PROviNSI KALIMAI`ITAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR  406 /SK-BUP/HK/2021  .

TENTANG

TIM KO0RDINASI PENGELOLRAN PENGADUAN DAN
PRTUGAS ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAII

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang   :  a. bahwa   dalam   rangka   pengelolaan   pengaduan   publik  yang
sederhana,   cepat,   tuntas   dan   terkoordinasi,   maka   perlu
dibentuk Tim  sebagaimana dimaksud;

b. bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
dalam   huruf   a   tersebut   diafas,   maka   perlu   menetapkan
Keputusan    Bupati    tentang    Tim    Koordinasi    Pengelolaan
Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah.

Mengingat      :   1. Pasal   18   ayat   (6),   Undang-Undang  Dasar  Negara   Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun   1959   tentang  Penetapan
Undang-Undang   Darurat   Nomor   3   Tahun    1953    tentang
Pembentukan   Daerah   Tingkat   11   di   Kalimantan   (Lembaran
Negara   Republik  Indonesia  Tahun   1953   Nomor  9)   sebagai
Undang-Undang  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
1959    Nomor   72,    Tambahan    Lemharan    Negara   Republik
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2008    Nomor   61,   Tanibahan    Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman
Republik   Indonesia   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahuri 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4899);

5. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009   tentang  Pelayanan
Publik   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2009
Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5038};

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) sebagainana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan    Undang-Undang   Nomor    9    Tahun    2015    tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tchun 2014
tentang   Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014   Nomor   292,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5601);
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8.Peraturan    Pemerintah    Nomor    96    Tahun    2012    tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012    Nomor   215,   Tambahan    I,embaran    Negara   Republik
Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;

10. Peraturan    Menteri    Pendayagunaan    Aparatur    Negara    dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  24  Tahun  2014  tentang  Pedoman
Penyelenggaraan     Pengelolaan     Pengadaan     Publik     Secara
Nasional;

11. Peraturan    Menteri    Pendayagunaan    Aparatur    Negara    dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  13  Tahun  2015  tentang  Pedoman
Road    Map    Pengembangan    Sistem   Pengelolaan    Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis    Pengelolaan  Keuangan
Daerah  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun  2020  Nomor
1781);

13. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Kutai   Kartanegara   Nomor   16
Tahun    2010    tentang   Pokok-pokok    Pengelolaan    Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2010 Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun
2020  tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  Tahun  Anggaran  2021  (I,embaran  Daerah  Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 128);

15. Peraturan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Nomor  78  Tahun  2020
tentang   Penjabaran   Perubehan   Anggaran   Pendapatan   dan
Belanja   Daerah   Tahun   Anggaran   2021   (I,embaran   Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator
pada Perangkat Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Tim     sebagaimana     dimaksud     dalam     diktum           KESATU
melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
a. Pembina :

1)   berkewajiban     menjamin     terselenggaranya     pengelolaan
pengaduan pelayanan publik; dan

2)   memberikan   pembinaan,   kebijakan   dan   petunjuk  teknis
dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  pengaduan  pelayanan
publik.

b. Penanggung Jawab/Ketua :
1)   melakukan    pemantauan    secara    berkala    atas    kinelja

pengelolaan   dan   penyelesaian   pengaduan   di   Perangkat
Daerahnya,     berdasarkan    indikator    dan    target    yang
ditetapkan;

2)   melakukan evaluasi atas kinelja pengelolaan pengaduan;dan
3)   memimpin,       mengkoordinasikan,       memonitoring       dan

me ngevaluasi        pe laksanaan        tuga s        d an        fun gsi
penyelenggaraan dan pengelolaan pengaduan masyarakat.



KETIGA

c. An88Ota   :
1)   melakukan  koordinasi  dengan  pejabat  penghubung  untuk

mengatasi  kendala  dalam  penye]esalan  pengaduan  apabila
indikator dan status pengaduan terlihat lamban;

2)   merencanakan,        mengsinkronkan,        mengkorfirmasikan
rencana  program  dan  rencana kelja  anggaran  pengelolaan
pengaduan masyarakat;

3)   menyampaikan   informasi   pengaduan   masyarakat  kepada
perangkat daerah dan masyarakat;

4)   melaporkan     kinelja     pengelolaan     pengaduan     kepada
Pembina/ Penanggung Jawab;

5)   melaksanakan  tugas  terkait  pengelolaan  pengaduan  yang
diberikan oleh penanggung jawab/ Ketua.

d. Pengelola Pengaduan / Tim Admin  :
1)   melakukan  pengelolaan  pengaduan  yang  diteruskan  oleh

pengelola   Pengaduan   Online   Rakyat   Sistem   Pengelolaan
Pengaduan   Pelayanan   Publik   di   level   Nasional   untuk
ditindaklanjuti;

2)   menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada
Perangkat   Daerah   atau   Pejabat   di   ling]flmgan   masing-
masing berdasarkan kategori pengaduan;

3)   melakukan pemantuan atas tindak lanjut dan penyelesaian
pengaduan dalam lingkungan Perangkat Daerah;

4)   melakukan  evaluasi pengelolaan  pengaduan  secara berkala
meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang terima, penyebab
pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;

5)   menyalurkan        pengaduan        koordinator       Pengelolaan
Pengaduan     Nasional,     Sistem     Pengelolaan     Pengaduan
Pelayanan   Publik   dan   Pengaduan   Orlz1.rle  Rakyat,   untuk
diteruskan    kembali    apabila    kategori    pengaduan    yang
diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

e. Pejabat Penghubung  :
1)   menginformasikan   pengaduan   kepada   kepala   Perangkat

Daerah untuk ditindaklanjuti;
2)   berkoordinasi    dengan    unit   teknis    penyelenggara   yang

diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
3)   memberikan  jawaban   atau   tanggapan   atas   aduan   yang

masuk melalui akub SP4N LAPOR! Perangkat Daerah;
4)   memberikan  laporan  atas  tindak lanjut pengaduan  kepada

kepala Perangkat Daerah.
f.  Admin  Sistem  Pengelolaan  Pengaduan  Pelayanan  Publik  dan

Pengaduan Onz{.rLe Rakyat Perangkat Daerah:
1)   melakukan pemantauan atas pengaduan yang masuk terkait

Perangkat Daerah dilingkungannya pada Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik dan Pengaduan Onz{.rLe Rakyat:

2)   menyampaikan Pengaduan kepada penjabat Penghubung;
3)   menginput  Jawaban   pengaduan   pada   Perangkat  Daerah

dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan
Pengaduan Orlzt.ne Rakyat.

Tim   sebagaimana   dimaksud   dalam   diktum      KESATU   dalam
melaksanakan   tugasnya   harus   senantiasa   berpedoman   pada
ketentuan   peraturan   perundang-undangan   yang   berlaku   dan
melaporkan  hasil  pelaksanaan  kegiatan  kepada  Bupati  melalui
Sekretaris Daerah;



REEMPAT

KELIMA

Biaya    yang    timbul    akibat    ditetapkannya    keputusan    ini,
dibebankan   pada   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 ;
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal  29 September  20
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1.  Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
2.  Assisten Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar di Tenggarong
3.  Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
4.  Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
5.  Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong



IAMPIRAN      :   KEPUTUSAN BUPATI KUTAI RARTANEGARA
NOMOR 406 /SK-BUP/HK/2021 TANGGAL 29  SEPTEMBER 2021
TENTANG  TIM  KOORDINASI  PENGEIOIAAN  PENGADUAN  DAN
PETUGAS ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH

A.   Tim Koordinasi

I.    Pengarah :   1.   Bupati Kutai Kartanegara
2.   Wakil Bupati Kutai Kartanegara

11.  Penanggung Jawab/Ketua  ..   Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ill. Anggota                                   :   1. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala   Dinas   Komunikasi   dan   Infomatika

Kabupaten Kutal Kartanegara
IV. Pengelola Pengaduan /Tim Admin:

1.    Kepala  Bidang  Pengelolaan  Layanan  Informasi  Dinas  Komunikasi  dan
Jnfomatika Kabupaten Kutal Kartamegara

2.    Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Kartanegara

3.   Kepala Seksi hayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Kartanegara

4.   Kepala   Seksi   Pengelolaan   Informasi   Publik   Dinas   Komunikasi   dan
Informatika Kabupaten Kutal Kartanegara

5.   M.Agri winata, S.ST
Nip.  19740525 2003121006
(Star   Seksi    Pengelolaan    lnformasi    Publik    Dinas    Komunikasi    dan
lnformatika Kabupaten Kutai Kartanegara

V.  Pengelola Aduan P`iblik Pada Peranghat Daerah..
1.    Nara Hubung  :   Sekretaris organisasi perangkat Daerah

2.    Administrator  :   Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Ketatalaksanaan    Pada
Perangkat Daerah



a. DAFTAR PETUGAS ADMINISTRATOR  PADA PERANGKAT DAERAI+

NO OPD NAMA HUBUNG ADMINISTRATOR

1 Sekretariat Daerah
Kepala BagianProtokoldanKomunikasiPimpinan Kepala Bagian UmumdanKetatalaksaan

2
Sekretariat Dewan

Kepala  Bagian  UmumSekretariatDewan
Kepala Sub Bagian TataUsahadanKepegawaian

Pervakilan Rakyat Pe rwakilan        Rakyat
Daerah Daerah

3 Inspektorat Sekretaris             pada Kepala Bagian Umum
Inspektorat dan Ketatalaksanaan

4

Dinas Energi dan Sekretaris pada Dinas
Kepala Bagian UmumSumber Daya Energi    dan    Sumber

Mineral Daya Mineral dan Ketatalaksanaan

5
Dinas      Kearsipan Sekretaris pada Dinas Kepala Bagian UmumdanKetatalaksanaandan Perpustakaan Ke arsipan               danPerpustakaan

6 Dims Kelautan Sekretaris pada DinasKelautandanPerpustakaan Kepala Bagian Umum
dan Perikanan dan Ketatalaksanaan

7

Dinas Sekretaris pada Dinas
Kepala Bagian UmumKepemudaan    dan Ke p e mudaan          d an

01ahraga 01ahraga dan Ketatalaksanaan

8
Dinas Sekretaris Pada Dinas

Kepala Baglan UmumKependudukan Kependudukan      dan
dan Catatan Sipil Catatan Sipil dan Ketatalaksanaan

9 Dinas Kesehatan Sekretaris pada Dinas Kepala Bagian Umum
Kesehatan dan Ketata]aksanaan

10
Dinas    Ketahanan Sekretaris pada Dinas Kepala Bagian Umum
Pan8an Ketahanan Pangan dan Ketatalaksanaan

11
Dinas   Komunikasi Sekretaris pada DinasKomunikasidanInformatika Kepala Bagian Umum
dan lnformatika dan Ketatalaksanaan



NO OPD NAMA HUBUNG ADMINISTRATOR

12
D inas         Koperasi Sekretaris pada Dinas Kepala Bagian UmumdanKetatalaksaan
dan    Usaha    Kecil Koperasi   dan   Usaha
Menengah Kecil menegah

13
Dinas Lingkungan Sekretaris pada Dinas Kepala Bagian UmumdanKetatalaksanaan
Hidup dan Lin gkun gan        H idup
Kehutanan dan Kehutanan

14 Dinas Pariwisata Sckretaris pada Dinas Kepala Bagian Umum
Pariwisata dan Ketatalaksanaan

15
Dinas      Pekerjaan Sekretaris pada Dinas Kepala Bagian Umum
Umum Pekeljaan Umum dan Ketatalaksanaan

16

Dinas Sekretaris pada Dinas
Kepala Bagian UmumPemberdayaan Pemberdayaan

Masyarakat      danDesa Masyarakat dan Desa dan Ketatalaksanaan

17

DinasPemberdayaan Sekretaris pada DinasPemberdayaandanPerlindunganAnak Kepala Bagian Umum
Perem puan       d anPerlindunganAnak dan Ketatalaksanaan

18

Dinas   Penanalnan Sekretaris pada Dinas
Kepala Bagian UmumModal                 dan Pe n anarnan        M od al

Pelayanan Terpadu d an               Pe layan an dan Ketatalaksanaan
Satu Pintu Terpadu Satu Pintu

19 Dinas    Pendidikan Sekretaris pada DinasPendidikandanKebudayaan Kepala Bagian Umum
dan Kebudayaan dan Ketatalaksanaan

20

DinasPengendalianPenduduk   danKeluargaBerencana Sekretaris pada DinasPengendalian
Kepala Bagian Umum

Pe ndu duk               danKeluargaBerencana dan Ketatalaksanaan

21
Dinas Sekretaris pada Dinas Kepala Bagian UmumdanKetatalaksanaanPerhubungan Perhubungan

22

Djnas Sekretaris pada Dinas
Kepala Bagian UmumPerindustrian   dan Pe rim du strian         dan

Perdagangan Perdagangan dan Ketatalaksanaan



NO OPD NAMA HUBUNG ADMINISTRATOR

23 Dinas Perkebunan Sekretaris pada DinasPerkebunan Kepala Bagian UmumdanKetatalaksaan

24
Dinas   Pertanahan Sekretaris pada Dinas Kepala Bagian UmumdanKetatalaksanaandan          Pe n ataan Pe rtan ah an            dan
ruan8 Penataan Ruang

25 D inas       Pertanian Sekretaris pada DinasPertaniandanPetemakan Kepala Bagian Umum
dan Petemakan dan Ketatalaksariaan

26
Dinas   Perumahan Sekretaris pada Dinas Kepala Bagian UmumdanKetatalaksanaandan            Kawa sam Pe rumah an            d an
Pemukiman Kawasan Pemukiman

27 Dinas Sosial Sekretaris pada Dinas Kepala Bagian Umum
Sosial dan Ketatalaksanaan

28
Dinas Sekretaris pada Dinas Kepala Bagian UmumdanKetatalaksanaanTransmigrasi    dan Tram smigra s i          d an
Tenaga Kerja Tenaga Kerja

29

BadanKepegawaian    danPengembanganSumberDayaManusia Sekretaris              padaBadanKepegawajan
Kepa]a Bagian Umum

dan      PengembanganSumberDaya dan Ketatalaksanaan

30
Badan      Ke satuanBangsaPolitikdanMasyarakat Sekretaris pada badanKesatuanBangsa

Kepala Bagian Umum
Politik                      danMasyarakat dan Ketatalaksanaan

31

Badan Sekretaris             pada
Kepala Bagian UmumPendanggulan Badan

Bencana Daerah PenanggulanganBencanaDaerah dan Ketatalaksanaan

32 Badan  Pendapatan
S ekre tari s             pad aBadanPendapatan

Kepala Bagian Umum
Daerah Daerah dan Ketatalaksanaan

33
Badan     Penelitian

S e kre tari s             padaBadanPenelitiandan
Kepala Bagian UmumdanKetatalaksanaandan Pengembangan

PengembanganDaerah Daerah



NO OPD NAMA HUBUNG ADMINISTRATOR

34

Badan      Pengelola Sekretaris             padaBadanPengelolaKeuangandanAsetDaerah Kepala Bagian Umum
Keuangan dan AsetDaerah dan Ketatalaksaan

35

BadanPerencanaan
Sekretaris             pada Kepala Bagian UmumdanKetatalaksanaan

Pembangunan B ad an     Pe re ncanaan
Daerah Pembangunan Daerah

36
S atuan            Poli si Sekretaris             padaSatuanPolisiPamongFTaja Kepala Bagian Umum
Panong Praja dan Ketatalaksanaan

37 Sekretariat Korpri Sekretaris             Pad a Kepala Bagian Umum
Sekretariat Korpri dan Ketatalaksanaan

38
RSUD   Aji   BataraAgungDcwaSahi Kepala    Bagian    Tata Kepala Bagian Umum

Usaha pada RSUD AjiBataraAgungDewaSakti dan Ketatalaksanaan

40 RSUD AM Parikesit
Kepala                BidangPelayananMedispadaRSUDAMParikesit Kepala Bagian UmumdanKetatalaksanaan

41
RSUD         D ayafu

Kepala               B idangPengembanganHukumdanHumaspadaRSUDDayakuRaja
Kepala Bagian Umum

Raja dan Ketatalaksanaan

42
Kecanatan S e kre tari s          C amat Kepala Seksi PelayananUmum
An88ana pad a           Ke c amatanAn88ana

43
Kecanatan Sekretaris          Camat Kepala Seksi PelayananUmum
Kembang Janggut p ad a           Ke c amatanKembangJanggut

44 Kecantan Sekretaris          CamatpadaKecamatanKenohan Kepala Seksi Pelayanan
Kenohan Umum



NO OPD NAMA HUBUNG ADMINISTRATOR

45 Kecanatan Tabang
Sekretaris          CamatpadaKecamatanTabang Kepala Seksi PelayananUmum

46
Kecamatan        Loa Sekretaris          Carnat Kepala Seksi PelayananUmumJanan pada  Kecamatan  LoaJanan

47
Kecama tan        Loa Sekre tari s          Cama t Kepala Seksi PelayananUmum
Kulu pada  Kecanatan   I+oaKulu

48 Kecamatan   Muara
S e kre tari s          C amatpadaKecamatan

Kepala Seksi Pelayanan
Wis Muara Wis Umum

49 Kecanatan Marang Sekretaris          CamatpadaKecamatanMarangKayu Kepala Seksi Pelayanan
Kayu Umum

50 Kecamatan   Muara Sekretaris          CamatpadaKecamatanMuarabadak Kepala Seksi Pelayanan
Badak Umum

51
Kecamatan  Muara

Sekretaris          CamatpadaKecarnat.an
Kepala Seksi Pelayanan

Jawa Muara Jawa Umum

52 Kecamatan   Muara Sekretaris          CamatpadaKecamatanMuaraKanan Kepala Seksi Pelayanan
Kaman Umum

53 Kecamatan   Muara Sekre tari s          Gama tPadaKecamatanMuaraMuntai Kepala Seksi Pelayanan
Muntai Umum

54 Kecanatan Sekretaris          CamatpadaKecamatanSamboja Kepala Seksj Pe]ayanan
Sanboja Umum

55 Kecamatan   Sanga
Sekretaris          CamatpadaKecamatan

Kepala Seksi Pelayanan
- Sanga Sanga - Sanga Umum



NO OPD NANA HUBUNG ADMINISTRATOR

56 Kecamatan Sebulu Sekretaris          CaratpadaKecamatanSebulu Kepala Seksi PelayananUmum

57
Kecanatan S e kretari s          C alnat Kepala Seksi PelayananUmumTenggarong Pada           Ke c arnatanTenggarong

58
Kecanatan S e kre tari s          C arnat Kepala Seksi PelayananUmumTenggarong pada           Kecamatan
Seberang Tenggarong Seberang

59 Kecamatan        Ko ta S ekre tari s          C amatpadaKecamatanKotaBangun Kepala Seksi Pelayanan
Ban8un Umum



DOKUMEN SARANA PENGADUAN 

 

1. Petugas Khusus 

 
2. Meja Kursi 
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